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ABSTRAK

Penerapan prinsip diversi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan
oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan hukum diversi
dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli o berdasarkan UU
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun
2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara
melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan.
Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi
dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman
hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan
tindak pidana. Pelaksanaan diversi terhadap dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari adanya laporan dan pihak
Penyidik membuat BAP, lalu Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di
lingkungan rumah pelaku, Bapas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau
tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik
melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi,
lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut
selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat
penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.

Kata Kunci: Diversi, Peradila Pidana, Anak.

ABSTRACT

The application of the principle of diversion in dealing with crimes committed by
children in a formal juridical manner has been regulated in Law Number 11 of 2012
concerning the Juvenile Criminal Justice System. Diversion legal arrangements in
juvenile justice at the Gunung Sitoli District Court o based on Law Number 11 of
2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Perma No. 4 of 2014
concerning Procedures, PP No. 65 of 2015 concerning guidelines for diversion by
carrying out the Investigation Stage, Prosecution Stage, Examination Stage in Court.
Diversion has been implemented since the issuance of Perma No. 04 of 2014 dated 24
July 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile
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Criminal Justice System. Diversion is carried out only for crimes committed by
children whose punishment for the crime is under 7 (seven years) and is not a
repetition of a crime. The implementation of diversion in providing legal protection
for children in conflict with the law is based on a report and the Investigator makes a
BAP, then the Bapas conducts Community Research (Litmas) in the perpetrator's
home environment, the Bapas issues a letter of recommendation as to whether the
diversion process is apﬁroprlate or not and the letter is submitted to Investigators,
Investigators summon the parties involved to carry out diversion, then the results of
the diversion are stated in the form of a letter where the results of the diversion are
then submitted to the Court.

Keywords: Diversion, Criminal Justice, Children

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia
yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki
peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial
secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Hak asasi anak, jika dikembangkan, dengan
memberikan peluang yang leluasa kepada anak dan pemuda untuk mengemukakan
pendapat anak, sesungguhnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada generasi
yang lebih tua.

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang
No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini
Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah
satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak
berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika anak sedang menjalani proses peradilan
pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, dan akhirnya dijatuhi
sanksi pidana jika anak terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur

masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan
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hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental
dan sosial anak.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan
bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan
usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik
rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak
pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga
diri anak akan berkembang apabila anak tahu bahwa lingkungan menghargai dan
suka berbagi pengalaman dengan anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara
hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat. Apabila dicermati
perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas
maupun modus operandi, pelanggaran yang dilakukan anak tersebut dirasakan telah
meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya
perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus
dengan usia pelaku. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan
kenakalan anak, perlu dilakukan Bertitik tolak dari dampak buruk porses sistem
peradian yang dilalui bagi masa depan anak timbulah keinginan masyarakat agar anak
terlepas dan terhindar dari dampak tersebut ketika anak berhadapan dengan hukum,
cara dimana permasalahan anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan tanpa
menepuh jalur sistem peradilan pidana, menempuh jalur non-formal dengan
melibatkan masyarakat, pelaku, keluarga pelaku, korban, keluarga korban dan juga

pihak.
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Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus
berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan
bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus
terhadap tersangka anak dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di
Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai bagian
dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan dikarenakan anak
adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, suku, bangsa dan negara
serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha
yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak
dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik
fisik, mental dan sosial.

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang
dilakukan oleh anak-anak disebut dengan juvenile delinquency, hal tersebut
cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, karena
terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagali
penjahat.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak sedikit dari
pelaku tindak pidana adalah anak. Ketika dilakukan penanganan terhadap anak
melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak
efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak yang telah
melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan.
Disebabkan karena secara kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka konsep
peradilan pidana yang memberikan tekanan cukup banyak terhadap pelaku tindak
pidana tidaklah tepat digunakan pada anak.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan
pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat
dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon

penerus generasi bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.
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Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang
melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak
untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa
baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada pada masa
yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, dan
kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang akan menjadi
penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum
menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
METODE PENELITIAN

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam
melakukan oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti
lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak
membutuhkan populasi dan sampel. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian
yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu
maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam menganalisis
permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang
merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu
tentang diversi dalam peradilan pidana anak di Indonesia.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan
dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (law as it writeen in the
book) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (law as
it is decided by the judge through judicial process) atau yang sering disebut dengan

penelitian doktinal.
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Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dalam
menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum
(yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu
tentang kebijakan aparat penegak hukum dalam penerapan restoratif justice tindak
pidana perlindungan anak.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data
primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Pengadilan Negeri
. Menemukan teori dari data tersebut maka digunakan metode kualitatif yaitu
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami
oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memamfaatkan berbagai metode ilmiah.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif  dan analisis data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan
kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu “suatu cara berfikir yang
didasarkan atas rumusan-rumusan teori yang bersifat umum kemudian ditarik
kesimpulan yang bersifat khusus”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-
unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum,
minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau
masyarakat sekitarnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita
perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam
berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan dan
tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi

tingkah laku dan prilaku anak.
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Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa
perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya
berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak
memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan
sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua
asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang
kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu
dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah dapat
menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan
kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya. Untuk itu
diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, anak akan
hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada persamaan satu
dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya
dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. Dengan demikian diperlukan
suatu fundamental yang terarah guna menciptakan harmunisasi dalam kehidupan
berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua harus menjadi
panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi sense of belonging seorang
anak, kode moral yang diterapkan dirumah sebainya tidak menyimpang dengan kode
moral yang ada di sekolah maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat
memahami dan tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup
manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia,
anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin
hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas
pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik

bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat
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manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan
pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh
seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa perbuatan
itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan sering juga
disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, hasrat,
kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya
perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak
terlepas dari factor yang mendukung anak yang melakukan perbuatan pidana.

Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan sebagai
makhaluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertu yang akan
dibawahnya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas dalam pergaulan
dimasyarkat. Pengalaman yang didapatkan dari keluarga ikut menentukan cara anak
untuk bertingkah laku. Apabila keluarga memberikan contoh yang baik maka akan
berpengaruh positif bagi anak dan akan diwujudkan tingkahlakunya dalam pergaulan,
baik pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang baik, maka
kemungkinan besar anak dalam pergaulanya akan berjalan secara tidak baik pula.
Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila kemudian banyak dijumpai anak
yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat.
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Umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam keluarga. Oleh
karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan karena pengaruh dari
keadaan keluarganya, apalgi kondisi keluarga itu tidak normal. Keluarga tidak normal
bisa berupa keluarga yang mengalami perpecahan atau sering disebut dengan
istilah broken home. Perpecahan (broken home) sering mengakibatkan anak kurang
mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan
keduaduanya.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering dijumpai
orang tua yang sibuk dengan urusanya masing-masing terutama dalam hal mencari
nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak kurang mendapatkan pengarahan dan
pengawasan dari orang tuanya, sehingga tidak jarang anak kemudian mencari
kesibukan di luar rumah yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang
tuanya sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendirong bagi anak untuk
melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi pada keluarga kelas
menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya
dalam batas minimum. Bahkan kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota
keluarga (anak) harus ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi
mempertahangkan hidup anak. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara
otomatis kurang dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat
memenihi kebutuhanya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak benar,
(seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya).

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan berkembang pada
saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkumpul dengan
teman-temanya. Dengan demikian pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh
dari teman-temannya sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap
baik menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan perbuatan

menyimpang.
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KESIMPULAN

Pengaturan hukum penerapan diversi dalam peradilan pidana anak di
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli o berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No.
65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan,
Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Diversi diterapkan sejak
keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya
untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana
tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan diversi terhadap dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan penganiayaan didasari adanya
laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Bapas melakukan Penelitian
Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Bapas mengeluarkan surat
rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan
kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat
untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil
dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan
membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.

Hambatan dalam peneerapan diversi dalam proses peradilan pidana anak di
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli terdiri dari hambatan internal yaitu: dakwaan
tunggal, penegak hukum yang belum seluruhnya mengikuti pelatihan serta
penghambat eksternal di antaranya: para pihak yang tidak hadir, salah satu pihak
tidak mau berdamai, korban meminta ganti rugi yang tinggi, anak sebagai pelaku
tidak mau bertanggung jawab, dan para pihak tidak mau melaksanakan keputusan
diversi. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya, yaitu adanya undang-undang
yang mengatur, proses diversi di tingkat penyidikan yang maksimal, faktor penegak

hukum, serta faktor sarana yang mendukung. Upaya yang dapat dilakukan dalam
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pelaksanaan sistem diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di
Pengadilan Negeri Gunung Sitoli terdiri atas menekankan peran orang tua, bersifat
aktif dalam menjalankan tugas, memahami prinsip kepentingan terbaik untuk anak,
serta melakukan pendekatan restoratif.
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